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RESUME 

  HASIL PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) 

DALAM RANGKA PENILIKAN KE-3 PADA IUPHHK-HT PT TANJUNG REDEB HUTANI 

 

1. IDENTITAS LPPHPL 

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya 

b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-019-IDN 

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda 

d. Telepon 

Email 

: (0541) 747798 

trustindoprimakarya@gmail.com  

e. Penanggung Jawab 

LPPHPL 

: Ir Kurnia 

f. Standar Audit yang 

Digunakan 

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 

g. Tim Audit : 1. Mashari, S,Hut (LA merangkap Auditor Prasyarat); 

2. Ir Amin Kadeni (Auditor bid. Produksi); 

3. Ujang Zulkarnaen, S.Hut (Auditor Ekologi); 

4. Amir Fadhilah, S.Sos, M.Si (Auditor Sosial); dan 

5. Ir Suhardi (Auditor VLK Hutan). 

h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir Kurnia; dan 

2. Ir Rudy Setyawan. 

 

2. IDENTITAS AUDITEE 

a. Nama Unit Manajemen : PT Tanjung Redeb Hutani 

b. No. & Tgl. SK IUPHHK-HT : SK Menteri Kehutanan No. 641/KPTS-II/1996 Jo No. 

329/Menhut-II/2011 Jo SK Kepala Badan Koordinasi 

Penanaman Modal  No. 2/1/IUPHHK-PB/PMDN/2016 

Tanggal 18 Juli 2016 

c. Luas : 185.480 Hektar 

d. Alamat Lokasi  : Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur 

e. Alamat Kantor : Jl. HAR. M. Ayoeb RT XIII Gunung Tabur - Berau 

f. Email : pt.tanjungredebhutani@gmail.com  

g. Pengurus Perusahaan : - Komisaris : Mutanto Juwono 
- Direktur Utama : Sugiono 
- Direktur Pengembangan : Ir. H. Nanang Suherman 
- Direktur SDM & Umum : Drs. Priyadi Sutadji 
- Direktur Keuangan : Harjono Siswanto 
- Direktur Produksi : Taufik Waligar 

h. Management Representatif : Khairul Nazaruddin 

mailto:trustindoprimakarya@gmail.com
mailto:pt.tanjungredebhutani@gmail.com
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3. RINGKASAN TAHAPAN PENILAIAN KINERJA PHPL 

 

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan 

Koordinasi Teknis 

dengan Instansi 

Kehutanan sebelum ke 

lapangan 

Samarinda, 

17 Mei 2017 

 

 

a. Dengan BPHP Wil. XI Samarinda, 

diterima oleh Bpk. Teguh Handoko, 

Jabatan KSBTU, dibuat BAP Pertemuan. 

b. Dengan Dinas Kehutanan Prov. 

Kalimantan Utara diterima oleh Bpk H. 

Anwar Saleh, Jabatan Kabid Tata Hutan 

& PK dibuat BAP Pertemuan 

Pertemuan Pembukaan Kantor PT TRH, 

18 Mei 2017 

  

Tim Audit menyapaikan dan memberian 

penjelasan singkat terkait hal-hal sebagai 

berikut : 

a. Sasaran dan ruang lingkup Penilikan, 

termasuk penjelasan tentang tahap dan 

kegiatan audit lapangan beserta 

metodologinya, standar acuan yang 

digunakan dan pengenalan Tim Audit. 

b. Menyampaikan aturan penilaian kinerja 

PHPL termasuk ketentuan tentang 

kerahasiaan dan ketidakberpihakan. 

c. Meminta surat kuasa dan/atau surat 

penunjukkan Manajemen Representatif. 

d. Menandatangani BA Pertemuan 

Pembukaan. 

Verifikasi Dokumen dan 

Observasi Lapangan 

18 – 22 Mei 2017 

Kantor PT TRH  

dan 

Lokasi Areal Kerja 

a. Mengumpulkan bukti audit berupa  
dokumen, pernyataan dan data 
lapangan yang terkait dan dapat 
diverifikasi. 

b. Melakukan evaluasi atas data, dokumen 
dan hasil pemeriksaan lapangan 
berdasarkan norma penilaian sesuai 
Lampiran 1.2. dan 2.1. Perdirjen PHPL 
No. P.14/PHPL/SET/4/2016. 

Pertemuan Penutupan 22 Mei 2017 

Kantor PT TRH 
 

Tim Audit menyampaikan hasil audit yang 
mencakup :  
a. Kesimpulan audit beserta catatan 

ketidaksesuaian (LKS). 
b. Mengkonfirmasikan persetujuan Auditee 

atas kesimpullan audit dan kesanggupan 
pemenuhan tindakan perbaikan sesuai 
LKS yang diterbitkan. 

c. Menandatangani BA Pertemuan 
Penutupan. 
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Koordinasi Teknis 

dengan Instansi 

Kehutanan sesudah dari 

lapangan 

Samarinda, 

24 Mei 2017 

a. Dengan BPHP Wil. XI Samarinda, 

diterima oleh Bpk. M Zein, Jabatan Kasi 

PEPHP, dibuat BAP Pertemuan. 

b. Dengan Dinas Kehutanan Prov. 

Kalimantan Utara diterima oleh Bpk H. 

Anwar Saleh, Jabatan Kabid Tata Hutan 

& PK dibuat BAP Pertemuan 

Pengambilan Keputusan Samarinda, 

11 – 12 Juni 2017 

a. IUPHHK-HT PT Tanjung Redeb Hutani 

dinilai memenuhi kriteria/persyaratan 

standar PHPL dan standar verifikasi 

legalitas kayu (VLK) pada Pemegang 

IUPHHK-HT berdasarkan Lampiran 1.2. 

dan 2.1. Peraturan Direktur Jenderal 

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. 

P.14/PHPL/SET/4/2016. 

b. Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi 

Lestari (S-PHPL) PT Tanjung Redeb 

Hutani, DIPERTAHANKAN sesuai masa 

berlaku dan dengan perubahan lingkup 

luas areal IUPHHK-HT menjadi 185.840 

Hektar. 
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A. KRITERIA PRASYARAT 

1. Indikator No 1.1 : Kepastian Kawasan Pemegang IUPHKK-HTI 

NOMOR DAN JUDUL 
VERIFIER 

BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Verifier 1.1.1 

Ketersediaan 
Dokumen Legal dan 
Administrasi Tata 
Batas (PP/SK. 
IUPHHK-HTI, 
Pedoman TBT, Buku 
TBT, Peta TBT, BATB) 

 

CD (1) 3  (Baik)  PT TRH memiliki dokumen legal dan 
administrasi tata batas lengkap sesuai 
dengan tingkat realisasi pelaksanaan 
tata batas yang telah dilakukan, terdiri 
dari dokumen legalitas perusahaan 
yang terdiri dari legalitas badan hukum 
perusahaan, legalitas kawasan, dan 
legalitas operasional pengelolaan 
hutan. 

Verifier 1.1.2 

Realisasi Tata Batas 
dan Legitimasinya 
(BATB) 

D (2) 2  

(Sedang) 

Realisasi tata batas areal kerja PT TRH 
secara fisik di lapangan telah mencapai 
temu gelang, BAP TBT belum 
mendapatkan pengesahan dan 
pengakuan sepenuhnya dari para pihak 
baik dari Instansi Kehutanan terkait 
maupun dari masyarakat 

Sehingga belum dapat dikatakan 
bahwa kegiatan penataan batas areal 
kerja PT TRH telah terrealisasi 
seluruhnya. 

Verifier 1.1.3 

Pengakuan Para Pihak 
Atas Eksistensi Areal 
IUPHHK Kawasan 
Hutan (BATB) 

CD (1) 2  

(Sedang) 

Selama satu tahun terakhir ini diketahui 
masih terdapat konflik/klaim lahan oleh 
masyarakat di dalam areal kerja PT TRH 
dan terdapat upaya-upaya yang 
dilakukan oleh pihak PT TRH untuk 
menyelesaikan konflik tersebut tetapi 
belum seluruhnya dapat terselesaikan. 

Verifier 1.1.4 

Tindakan pemegang 
izin dalam hal terdapat 
perubahan fungsi 
kawasan. (Apabila 
tidak ada perubahan 
fungsi maka verifier ini 
menjadi Not Aplicable) 

 

CD (1) 2  

(Sedang) 

Terdapat perubahan fungsi kawasan 
dan luas areal kerja IUPHHK-HT PT TRH 
yang dikarenakan adanya perubahan 
SK IUPHHK-HT berdasarkan Keputusan 
Kepala BKPM No. 2/1/IUPHHK-
PB/PMDN/2016 tanggal 18 Juli 2016 
tentang Perubahan Kedua Atas 
Keputusan Menhut No. 641/Kpts-
II/1996 tanggal 8 Oktober 1996 tentang 
Pemberian HPHTI atas Areal Hutan 
seluas 180.330 Ha di Provinsi Dati I 
Kalimantan Timur kepada PT TRH. 

Hal ini berimplikasi terhadap 
perencanaan jangka panjangnya 
terutama pada pengaturan hasil 
pengelolaan hutan tanaman secara 
lestari. 

Pada saat ini sedang dilakukan kajian 
terhadap rancangan revisi perencanaan 
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jangka panjang usaha pemanfaatan 
hasil hutan kayu pada hutan tanaman 
yang dilakukan oleh tim perencanaan 
PT TRH. 

Verifier 1.1.5 

Penggunaan Kawasan 
di Luar Sektor 
Kehutanan.  (Apabila 
tidak ada penggunaan 
kawasan di luar sektor 
Kehutanan maka 
verifier ini menjadi Not 
Aplicable). 

 

CD (1) 2  

(Sedang) 

Selama satu tahun terakhir PT TRH 
telah melakukan upaya-upaya antara 
lain melakukan pendataan kasus-kasus 
klaim lahan yang terjadi, memetakan 
areal konflik pada masing-masing 
wilayah, dan melaporkan adanya 
kegiatan penggunaan lahan di luar 
sektor kehutanan kepada instansi-
instansi terkait. Namun upaya-upaya 
tersebut belum dapat menanggulangi 
penggunaan kawasan di luar sektor 
kehutanan secara keseluruhan. 

Kesimpulan Indikator 

1.1 

18 13 13/18 = 72,22% (SEDANG) 

 

2. Indikator No 1.2 : Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI 

NOMOR DAN JUDUL 
VERIFIER 

BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Verifier 1.2.1 

Keberadaan 
DokumenVisi, Misi 
Dan Tujuan 
Perusahaan Yang 
Sesuai Dengan PHPL 

 

CD (1) 3  (Baik) PT TRH telah memiliki visi, misi 
perusahaan yang ditetapkan dan 
ditandatangani oleh Direktur Utama PT 
TRH pada tanggal 02 Januari 2014 dan 
telah memenuhi prinsip-prinsip 
pengelolaan hutan lestari (PHL) dengan 
kerangka kelestarian fungsi produksi, 
fungsi ekologi, dan fungsi sosial. 

Verifier 1.2.2 
Sosialisasi Visi, Misi 
Dan Tujuan 
Perusahaan 

 

CD (1) 3  (Baik) Sosialisasi visi misi PT TRH telah 
dilakukan mulai dari level pemegang 
izin (staf dan karyawan) dan 
masyarakat setempat sekitar areal kerja 
PT TRH di Wilayah Sambarata, Birang, 
Suaran dan Tabalar serta ada bukti 
pelaksanaannya dalam bentuk berita 
acara sosialisasi. 

Verifier 1.2.3 
Kesesuaian Visi, Misi 
dengan Implementasi 
PHPL. 

D (2) 2  

(Sedang) 

Implementasi kegiatan pengelolaan 
hutan lestari (PHL) PT TRH baik dari 
aspek teknis produksi, ekologi maupun 
sosial selama satu tahun terakhir baru 
sebagian yang sesuai dengan visi dan 
misi perusahaan. 

Kesimpulan Indikator 

1.2 

12 10 10/12 = 83,33% (BAIK) 
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3. Indikator No 1.3 :  Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan 
pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan 
Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan. 

NOMOR DAN JUDUL 
VERIFIER BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Verifier 1.3.1 
Keberadaan tenaga 
profesional bidang 
kehutanan di lapangan 
pada setiap bidang 
kegiatan pengelolaan 
hutan sesuai 
ketentuan yang 
berlaku. 
 

CD (1) 2  
(Sedang) 

PT TRH telah memiliki tenaga 
profesional (sarjana kehutanan) dan 
tenaga teknis PHPL pada setiap bidang 
kegiatan pengelolaan hutan tetapi 
jumlahnya belum mencukupi ketentuan 
yang diatur dalam Peraturan Direktorat 
Jenderal PHPL No. P.16/PHPL-
IPHH/2015 tanggal 24 November 2015.  

Verifier 1.3.2 
Peningkatan 
Kompetensi SDM. 
 

D (2) 3  (Baik) Kegiatan peningkatan kemampuan 
SDM PT TRH yang telah terealisasi 
sampai dengan bulan April 2017 
seluruhnya sebanyak 97% atau 107 
orang dari 113 orang peserta yang 
direncanakan. 

Verifier 1.3.3 
Ketersediaan 
Dokumen 
Ketenagakerjaan. 
 

D (2) 3  (Baik) Dokumen ketenagakerjaan yang 
dimiliki oleh PT TRH tersedia lengkap 
dan terupdate  sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku 

Kesimpulan Indikator 
1.3 

15 14 14/15 = 93,33% (BAIK) 

 
4. Indikator No 1.4 :  Kapasitas dan Mekanisme Untuk Perencanaan, Pelaksanaan, 

Pemantauan Periodik,  Evaluasi,  dan  Penyajian  Umpan  Balik  
Mengenai  Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HTI. 

NOMOR DAN JUDUL 
VERIFIER 

BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Verifier 1.4.1 

Kelengkapan Unit 

Kerja Perusahaan 

Dalam Kerangka 

PHPL. 

D (2) 3  (Baik) PT TRH telah memiliki struktur 
organisasi dan job description yang 
disahkan berdasarkan SK Direksi PT 
TRH No. 01/I/01-2017 tanggal 02 
Januari 2017 dan tidak ada 
perangkapan jabatan pada setiap 
posisi, dan telah sesuai dengan 
kerangka pengelolaan hutan produksi 
lestari. 

Verifier 1.4.2 
Keberadaan Perangkat 
Sistem Informasi 
Manajemen dan 
Tenaga Pelaksana. 

CD (1) 3  (Baik) PT TRH masih konsisten menerapkan 
Sistem Informasi Manajemen (SIM) di 
lingkup internal perusahaan dan telah 
menerapkan Sistem Informasi 
Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) 
On Line, Sistem Informasi Pembayaran 
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 On Line (SIMPONI), dan Sistem Hutan 
Tanaman Industri (SEHATI) yang 
dilengkapi dengan perangkat SIM dan 
tenaga pelaksananya yang diangkat 
berdasarkan SK GM PT TRH. 

Verifier 1.4.3 
Keberadaan SPI dan 
Efektifitasnya. 

D (2) 2  

(Sedang) 

PT TRH telah memiliki organisasi 
Satuan Pengawas Internal (Internal 
Controler) namun pelaksanaan kegiatan 
pemeriksaan yang dilakukan oleh tim 
SPI belum berjalan dengan efektif 
untuk mengontrol seluruh tahapan 
kegiatan pengelolaan hutan tanaman 
industri. 

Verifier 1.4.4 
Keterlaksanaan Tindak 
Koreksi Manajemen 
Berbasis Hasil 
Monitoring dan 
Evaluasi. 

CD (1) 3  (Baik) Selama satu tahun terakhir terdapat 
keterlaksanaan seluruh tindak koreksi 
manajemen berbasis hasil monitoring 
dan evaluasi yang diterapkan oleh PT 
TRH. 

Kesimpulan Indikator 

1.4 

18 16 16/18 = 88,89% (BAIK) 

 
5. Indikator No 1.5 :  Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan 

(PADIATAPA). 

NOMOR DAN JUDUL 
VERIFIER 

BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Verifier 1.5.1 
Persetujuan Rencana 
Penebangan Melalui 
Peningkatan 
Pemahaman, 
Keterlibatan, 
Pencatatan Proses 
dan Diseminasi isi 
Kandungannya. 

CD (1) 3  (Baik) Kegiatan RKTUPHHK-HT PT TRH yang 
akan mempengaruhi kepentingan hak-
hak masyarakat setempat telah 
mendapatkan persetujuan atas dasar 
informasi awal yang memadai melalui 
kegiatan sosialisasi RKTUPHHK-HT 
setiap tahunnya kepada masyarakat di 
sekitar areal wilayah kerja PT TRH di 
masing-masing Wilayah kerjanya. 

Verifier 1.5.2 
Persetujuan Dalam 
Proses Tata Batas. 
 

D (2) 2  
(Sedang) 

Realisasi tata batas secara fisik di 
lapangan telah mencapai temu gelang, 
namun belum mendapatkan 
pengesahan dan pengakuan 
sepenuhnya dari para pihak baik dari 
Instansi terkait maupun dari 
masyarakat. 

Verifier 1.5.3 
Persetujuan Dalam 
Proses dan 
Pelaksanaan CSR/CD. 

D (2) 3  (Baik) Proses dan pelaksanaan CSR/CD di PT 
TRH selama satu tahun terakhir telah 
mendapat persetujuan dari para pihak 
dimana proses penyusunan program 
CSR/CD sebagian dibuat berdasarkan 
program yang dibuat oleh pihak 
manajemen PT TRH maupun usulan 
dari masyarakat, selanjutnya 
dituangkan dalam program CSR/CD 
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RKT tahun berjalan. 

Verifier 1.5.4 
Persetujuan Dalam 
Proses Penetapan 
Kawasan Lindung. 

CD (1) 3  (Baik) Proses Penetapan/pengalokasian 
kawasan lindung di areal kerja PT TRH 
telah mendapat persetujuan dari para 
pihak, baik dari Pemerintah maupun 
dari Masyarakat sekitar areal kerja PT 
TRH. 

Kesimpulan Indikator 
1.5 

18 16 16/18 = 88,89% (BAIK) 

 

 

B. KRITERIA PRODUKSI 

1. Indikator 2.1 :  Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan 
lestari 

NOMOR DAN JUDUL 
VERIFIER 

BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2.1.1. Keberadaan 
dokumen rencana 
jangka panjang 
(management plan) 
yang telah disetujui 
oleh pejabat 
berwenang 

D (2) 3 (Baik) Terdapat dokumen RKUPHHK/RPKH 
yang sudah disetujui oleh pejabat 
yang berwenang dan disusun 
berdasarkan hasil IHMB / survei potensi 
/ risalah / landscaping areal produksi 
efektif yang realistis / benar dan dalam 
penyusunannya telah 
mempertimbangkan deliniasi mikro 

2.1.2  Kesesuaian  
Implementasi  
penataan  areal  kerja  
di  lapangan  dengan 
rencana jangka 
panjang 

D (2) 2 
(Sedang) 

Penataan areal kerja (blok RKT dan 
compartemen/petak) 83% sesuai 
dengan RKUPHHK atau ≥ 50% sesuai 
dengan RKUPHHK 

2.1.3  Pemeliharaan 
batas blok dan petak / 
kompartemen kerja 

CD (1) 3 (Baik) Berdasarkan pemeriksaan lapangan, 
tanda batas blok dan petak kerja 
seluruhnya terlihat dengan jelas di 
lapangan 

Kesimpulan Indikator 
2.1 

15 13 13/15 = 86,67% (BAIK) 

 

2. Indikator 2.2 :    Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu 
utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem 

NOMOR DAN JUDUL 
VERIFIER 

BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2.2.1  Terdapat  data  
potensi  tegakan  per  
tipe  ekosistem  yang  

D (2) 3 (Baik) Terdapat kelengkapan cruising berupa 
peta jalur cruising, namun peta pohon 
tidak dibuat pada sisitem silvikultur 
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ada  (berbasis 

IHMB /  Survei Potensi, 
ITSP, Risalah Hutan) 

THPB. Selain itu auditee sudah mulai 
melaksanakan inventarisasi berkala 
pada setiap kelas umur yaitu dengan 
menggunakan metode PSP (Permanent 
Plot Sampling) pada kelas umur 2,3,4 
dan 5 tahun, metode TSP (Temporary 
Sample Plot) pada kelas umur 1 tahun 
dan 6 tahun dan metode Assesment 
Tanaman pada kelas umur 3 bulan dan 
6 bulan 

2.2.2  Terdapat 
informasi tentang riap 
tegakan 

CD (1) 3 (Baik) Auditee telah menentukan Standar 
Volume  Tanaman umur 6 Tahun yaitu : 
Volume sebesar 150 m3/Ha ; MAI 
sebesar 25,00 m3/ha/th dan CAI 
sebesar 15,00 m3/ha/thn dan telah  
memiliki data pengukuran riap tegakan 
/ PSP  untuk semua tipe ekosistem 
yang ada dan sudah dianalisis 

 

2.2.3  Terdapat 
perhitungan internal / 
self JTT berbasis data 
potensi dan kondisi 
kemampuan 
pertumbuhan tegakan 

CD (1) 2 
(Sedang) 

Perhitungan pemenuhan  JTT  
Tanaman  saat  ini  menggunakan  
inventarisasi  hutan  (cruising) dengan 
intensitas sampling 1% dan sampai 
saat Penilikan ke-3 Auditee belum 
menunjukan bukti penyampaian 
Laporan PSP Ke Litbang Kementrian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Kesimpulan Indikator 
2.2 

12 11 11/12 = 91,67 % (BAIK) 

 

3. Indikator 2.3 :    Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin 
regenerasi hutan 

NOMOR DAN JUDUL 
VERIFIER 

BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2.3.1  Ketersediaan 
SOP seluruh tahapan 
kegiatan sistem 
silvikultur 

D (2) 3 (Baik) Auditee telah memiliki SOP seluruh 
tahapan kegiatan sistem silvukultur 
THPB dengan lengkap dan isinya 
sesuai dengan ketentuan teknis yang 
berlaku 

2.3.2  Implementasi 
SOP seluruh tahapan 
kegiatan sistem 
silvikultur 

D (2) 2 
(Sedang) 

Auditee telah mengimplementasikan 
sebagai dari SOP tahapan Silvikultur 
THPB 

2.3.3  Tingkat 
kecukupan potensi 
tegakan sebelum 

D (2) 2 
(Sedang) 

Hasil Cruising Potensi tegakan tanaman 
rata-rata sebelum masak tebang 
sebesar 75,08  m³/Ha, rendahnya 
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masak tebang tingkat kecukupan potensi tegakan 
sebelum masak tebang pada tahun 
2017 adalah disebabkan karena untuk 
tanaman yang ditebang telah melewati 
daur maksimal, sedangkan hasil analisa 
pertumbuhan tanaman (riap) untuk 
tanaman tahun ke-5 sebesar 27,12 
me/ha/th diharapkan dengan kondisi 
normal pada saat umur 6 (enam) tahun 
didapatkan volume sebesar 153,59 
m3/ha/th s/d 162,72 m3/ha/th. 
Berdasarkan  hal tersebut diatas pada 
PT Tanjung Redeb Hutani terdapat 
potensi tegakan tanaman dalam jumlah 
yang masih mampu menjamin 
terjadinya kelestarian pemananenan 
hasil (80 – 120 m³/Ha). 

2.3.4  Tingkat 
kecukupan potensi 
permudaan 

CD (1) 3 (Baik) Terdapat permudaan tanaman dalam 
jumlah yang mampu menjamin 
terjadinya kelestarian pemanenan (≥ 
90% dari jumlah tanaman perhektar 
sesuai jarak tanam yang 
dipergunakan) 

Kesimpulan Indikator 
2.3 

21 17 17/21 = 81 % (BAIK) 

 

4. Indikator 2.4 :    Ketersediaan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan Dalam 
Pemanfaatan Hutan 

NOMOR DAN JUDUL 
VERIFIER 

BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2.4.1  Ketersediaan 
prosedur 
pemanfaatan/ 
pengelolaan hutan 
ramah lingkungan 

D (2) 3 (Baik) Auditee telah memiliki SOP 
pemanfaatan hutan ramah lingkungan, 
dan isinya sesuai untuk karakteristik 
kondisi setempat 

2.4.2  Penerapan 
teknologi ramah 
lingkungan 

D (2) 3 (Baik) Terdapat penerapan teknologi ramah 
lingkungan pada 3 atau lebih tahapan 
kegiatan pemanenan hasil 

2.4.3  Limbah 
pemanfaatan hutan 
minimal 

CD (1) 3 (Baik) Nilai rata-rata Faktor Eksploitasi (FE) 
sebesar 0,90 atau diatas ≥ 0,70 atau 
Nilai rata-rata Residual Wood 
Assesment (RWA) sebesar 1,71 m3/ha 
atau dibawah 10 m3/ha 

Kesimpulan Indikator 
2.4 

15 15 15/15 = 100 % (BAIK) 
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5. Indikator 2.5 :    Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ 
pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya 

NOMOR DAN JUDUL 
VERIFIER 

BOBO
T 

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2.5.1  Keberadaan 
Dokumen Rencana 
Kerja Jangka Pendek  
(RKT/RTT) yang 
Disusun Berdasarkan 
Rencana Kerja Jangka 
Panjang (RKU/RKPH) 
dan Disahkan Sesuai 
Peraturan yang 
Berlaku (Dinas Prov, 
self approval) 

CD (1) 3 (Baik) PT Tanjung Redeb Hutani memiliki 
dokumen RKTUPHHK-HTI secara 
lengkap (selama periode waktu 
penilaian) yang disusun berdasarkan 
RKUPHHK-HTI dan disahkan secara 
self approval 

2.5.2  Kesesuaian  
peta  kerja  dalam  
rencana  jangka  
pendek  dengan  
rencana jangka 
panjang 

D (2) 3 (Baik) PT Tanjung Redeb Hutani telah memiliki 
peta kerja sesuai RKTUPHHK-
HTI/RKUPHHK-HTI yang disahkan oleh 
pejabat yang berwenang yang 
menggambarkan areal yang boleh 
ditebang/dipanen/dimanfaatkan/ditanam
/dipelihara beserta areal yang ditetapkan 
sebagai kawasan lindung 

2.5.3  Implementasi 
peta kerja berupa 
penandaan batas 
blok tebangan / 
dipanen / 
dimanfaatkan / 
ditanam / dipelihara 
beserta areal yang 
ditetapkan sebagai 
kawasan  lindung  
(untuk  konservasi  / 
buffer zone /  
pelestarian  plasma 
nutfah /    religi/ 
budaya/ sarana    
prasarana  dan,  
penelitian    dan 
pengembangan 

D (2) 3 (Baik) Auditee telah mengimplementasikan 
peta kerja berupa penandaan pada 
seluruh batas blok tebangan / dipanen  /  
dimanfaatkan  /  ditanam  /  dipelihara  
beserta  areal  yang  ditetapkan  sebagai 
kawasan lindung 

2.5.4  Kesesuaian  
lokasi,  luas,  jenis  
dan  volume  panen  
dengan  dokumen 
rencana jangka 

D (2) 2 
(Sedang

) 

Realisasi Penebangan pada Tahun 2016 
sebesar 35,63% pada hutan tanaman 
dan 26,67% pada areal bekas tebangan 
(LOA) atau realisasi penebangan, 
kurang dari 70% atau lebih dari 105% 
dari rencana tebangan tahunan pada 
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pendek lokasi yang sesuai dengan 
RKTUPHHK-HTI 

Kesimpulan Indikator 
2.5 

21 19 19/21 = 90,48% (BAIK) 

 

6. Indikator 2.6 :    Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan 
reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam 
pengelolaan hutan,administrasi, penelitian dan pengembangan, 
serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia 

NOMOR DAN JUDUL 
VERIFIER 

BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2.6.1  Kondisi 
kesehatan finansial 

CD (1) 2 
(Sedang) 

Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 
2015 didapatkan nilai Likuiditas < 
100% (Buruk), Solvabilitas > 100% 
(Sedang), Rentabilitas Negatif (Buruk), 
dan Catatan Kantor Akuntan Publik 
terhadap laporan keuangan tahun 
buku terakhir Wajar Tanpa 
Pengecualian (Baik), maka mengacu 
kepada pemenuhan dari parameter 
tercapai sebesar 50%. 

2.6.2  Realisasi alokasi 
dana yang cukup 

CD (1) 1 (Buruk) Berdasarkan Rencana dan Realisasi 
Pembangunan Hutan Tanaman 
Industri realisasi alokasi dana untuk 
tahun 2016 adalah sebesar 38,49% 
dan untuk tahun 2015 sebesar 61,85%. 
Rata-rata Realisasi alokasi dana 2 (dua) 
tahun terakhir sebesar 50,17% atau 
hanya mencukupi < 59% dari 
kebutuhan kelola hutan yang 
seharusnya berdasarkan laporan 
penataausahaan keuangan yang 
dibuat sesuai dengan Pedoman 
Pelaporan Keuangan Pemanfaatan 
Hutan Produksi (yang telah diaudit 
oleh akuntan publik). 

2.6.3  Realisasi alokasi 
dana yang proporsional 

CD (1) 2 
(Sedang) 

Berdasarkan Rencana dan Realisasi 
Pembangunan Hutan Tanaman 
Industri tahun 2016 pencapaian 
tertinggi adalah pada kegiatan 
Penataan Areal Kerja sebesar 67,65% 
dan pencapaian terendah pada 
kegiatan Penanaman Tanaman 
Kehidupan sebesar 0%, sehingga 
terdapat perbedaan sebesar 67,65%.  
Sementara untuk tahun 2015 
pencapaian tertinggi adalah pada 
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kegiatan Pengadaan Bibit Tanaman 
sebesar 48,69% dan pencapaian 
terendah pada kegiatan Penyiapan 
Lahan Tanaman Pokok sebesar 
22,41%, sehingga terdapat perbedaan 
sebesar 26,28%. 

Hasil rata-rata alokasi dana untuk 
seluruh bidang kegiatan perencanaan 
dan pembinaan hutan 2 (dua) tahun 
terakhir, alokasi dana kurang 
proporsional yaitu sebesar 46,97% 
(perbedaan lebih dari > 20-50%). 

2.6.4  Realisasi 
pendanaan yang lancar 

CD (1) 2 
(Sedang) 

Terdapat indikasi yang menunjukkan 
bahwa realisasi pendanaan menjadi 
tidak tepat waktu yaitu tertundanya 
kegiatan penyiapan lahan yang 
ditandai dengan adanya carryover 
lokasi penyiapan lahan pada RKT 
berikutnya yang dapat mengakibatkan 
tertundanya kegiatan operasional 
tahapan berikutnya, berdasarkan   
kondisi   diatas   dapat   dikatakan   
bahwa   auditee   sudah   
merealisasikan pendanaan sebagian 
kegiatan teknis kehutanan dengan 
cukup lancar namun tidak sesuia 
dengan tata waktunya 

2.6.5 Modal yang 
ditanamkan (kembali) 
ke hutan 

D (2) 2 
(Sedang) 

Realisasi penanaman pada lokasi 
Hutan Tanaman seluas 5.148,81 Ha 
dari rencana seluas 5.148,81 Ha atau 
persentase pencapaian sebesar 
91,56%, namun realisasi penanaman 
pada lokasi areal bekas tebangan 
(LOA) seluas 463,41 Ha atau 
persentase pencapaian sebesar 
14,22%. Kecilnya realisasi penanaman 
karena pemanenan KBK untuk areal 
LOA belum dilakukan karena RAPP 
belum menerima kayu dari hutan alam 
(moratorium) dan belum ada pembeli 
lain untuk pemanfaatan kayu KBK, 
sehingga pelaksanaan kegiatan 
penyiapan lahan tidak maksimal. 
Berdasarkan hal tersebut diatas , 
verifier ini dapat dinyatakan bahwa 
realisasi kegiatan penanaman tanaman 
pokok, tanaman kehidupan dan 
tanaman unggulan oleh IUPHHK-
HTI/Pemegang Hak Pengelolaan 
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melebihi 80% tapi belum seluruhnya 

2.6.6  Realisasi 
kegiatan fisik 
penanaman/pembinaan 
hutan 

CD (1) 2 
(Sedang) 

Realisasi  penanaman  tanaman 
pokok,  tanaman  kehidupan  dan  
tanaman  unggulan  oleh IUPHHK-HTI 
Pemegang Hak Pengelolaan tercapai 
sebesar 63,19% atau 50-70% dari yang 
seharusnya 

Kesimpulan Indikator 
2.6 

21 13 13/21 = 61,90% (SEDANG) 

 

 

C. KRITERIA EKOLOGI 

1. Indikator No.3.1 :  Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi 
pada setiap tipe hutan. 

NOMOR DAN JUDUL 
VERIFIER 

BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.1.1.  

Luasan kawasan 
dilindungi 

 

D (2) 3 

(Baik) 

Dari hasil data verifikasi Penilikan ke-2 
hingga diadakan audit Penilikan ke-3, 
terdapat perubahan penetapan luasan 
kawasan lindung dari  52,604.00 Hektar 
menjadi 52.460.00 hektar.  

Perubahanan kawasan lindung terjadi 
pada Areal Berbatu dan Rawa di Wilayah 
Sambarata dari 2.726 hektar menjadi 
2.582 hektar,  sehingga total Kawasan 
lindung menjadi 52.460 Hektar atau 
28,23 % dari total areal. 

Dari hasil uji petik di tujuh titik koordinat 
pada kawasan lindung yaitu koridor 
Satwa di wilayah Suaran, Daerah 
Tangkapan Air di Wilayah Suaran, 
Sempadan Sungai Tubaan di Wilayah 
Tabalar, KPPN di Wilayah Sambarata, 
Sempadan sungai Lutap di wilayah 
Sambarata,  sempadan sungai di wilayah 
Birang, dan menunjukkan kesesuaian 
lokasi dan Areal Berbatu dan Rawa di 
wilayah Sambarata menunjukkan 
kesesuaian lokasi dan kondisi biofisiknya 
dalam dokumen rencana yang masih 
berlaku. 

 

3.1.2. 

Penataan kawasan 
dilindungi (persentase 

D (2) 3 

(Baik) 

Realisasi tata batas kawasan lindung 
pada saat Penilikan ke-2 tahun 2016 
sebesar 92,01% atau 657,69 KM dari 
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yang telah ditandai, 
tanda batas dikenali). 

(DOMINAN) 

 

target 714,76 KM. 

Realisasi tata batas kawasan lindung 
pada saat Penilikan ke-3 tahun 2017 
sebesar 100% atau 703,65 KM dari 
target 703,65 KM. 

Hasil uji petik pal batas pada Sempadan 
Sungai Lutap di Wilayah Sambarata 
pada koordinat 20 24’ 28,5” LU dan 1170 
11’ 15,8” BT, menunjukkan kesesuaian 
dengan dokumen yang dilaporkan. 

3.1.3 

Kondisi penutupan 
kawasan dilindungi. 

(DOMINAN) 

D (2) 3 

(Baik) 

Hasil identifikasi kondisi tutupan lahan 
pada kawasan lindung berdasarkan Peta 
Citra Lansat Mosaik Citra Lansat 7 
ETM+Band 542 Skala 1:100.000 Path 
Row 116/58,116/59,117/58 liputan 23 
Agustus 2016 dan 10 Mei 2016, dimana 
kondisi tutupan lahan pada kawasan 
lindung yang seharusnya bervegetasi 
hutan adalah 48.480,56 atau 96,86% 
(lebih dari 80%) dari total areal kawasan 
lindung yang harus berhutan sebesar 
50.049,96 Hektar.  

3.1.4 

Pengakuan para pihak 
terhadap kawasan 
dilindungi 

 

CD (1) 3 

(Baik) 

Terdapat upaya auditee agar para pihak 
mengakui keberadaan kawasan lindung 
adalah dengan memasang plang nama 
dan sosialisasi kepada masyarakat di 
setiap wilayah kerja.  Terdapat bukti 
Berita Acara Sosialisasi kawasan lindung 
sebagai berikut: 

 Berita Acara Sosalisasi Kawasan 
Lindung Wilayah Sambarata, tanggal 
1 Januari 2017. 

 Berita Acara Sosialisasi Kawasan 
Lindung wilayah Birang, tanggal 1 
Januari 2017 

 Berita Acara Sosialisasi Kawasan 
Lindung wilayah Tabalar, tanggal 2 
Januari 2017 

 Berita Acara Sosialisasi Kawasan 
Lindung wilayah Suaran, tanggal 3 
Januari 2017. 

Hasil uji petik auditor social berupa 
wawancara di Kampung Tasuk Wilayah 
Sambarata di KM 21 Kampung Punan 
(Dayak), dimana sebagian masyarakat 
mengakui keberadaan kawasan lindung. 

3.1.5 D (2) 3 Terdapat bukti audit: 
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Laporan pengelolaan 
kawasan lindung hasil 
tata ruang areal/land 
scaping sesuai 
RKL/RPL. 

 

(Baik)  Laporan Triwulan II Pelaksanaan 
RKL/RPL, Juli 2016 

 Laporan Triwulan III Pelaksanaan 
RKL/RPL, Oktober 2016 

 Laporan Triwulan IV Pelaksanaan 
RKL/RPL, Januari 2017. 

 Laporan Triwulan I Pelaksanaan 
RKL/RPL, April 2017. 

 laporan bulanan pengendalian 
kebakaran hutan periode Juni 2016 
s/d Maret 2017 yang memuat 
kegiatan-kegiatan pengendalian 
kebakaran hutan. 

Laporan sudah dilaporkan kepada para 
pihak yang berwenang sesuai peraturan 
yang berlaku dengan bukti pengiriman 
laporan pada masing-masing instasni. 

Kesimpulan Indikator 
3.1 

27 27 27/27 = 100 % (BAIK) 

 
2. Indikator No 3.2: Perlindungan dan pengamanan hutan 

NOMOR DAN JUDUL 
VERIFIER 

BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.2.1  

Ketersediaan 
prosedur 
perlindungan yang 
sesuai 

dengan jenis-jenis 
gangguan yang ada 

D (2) 2 

(Sedang) 

Tersedia Prosedur: 

a. Standar Operasional Prosedur Areal 
Protection and Forest Security. 
Nomor dokumen: 04/TRH-FPD-
Doc/VII/2011. Disahkan tanggal 22 
Juli 2011. 

b. Laporan bulanan pengendalian 
kebakaran hutan. (Mei 2016 s/d April 
2017). 

c. Struktur organisasi Brigade 
Pengendalian Kebakaran Hutan KPH 
PT. Tanjung Redep Hutani 

SOP perlindungan dan pengamana 
hutan sudah tersedia dan sudah 
diverifikasi Pada Penilikan ke-2. SOP 
perlindungan dan pengamanan hutan 
sudah mencakup semua jenis gangguan 
yang ada, namun sebagian prosedur 
belum mengacu seluruhnya pada 
peraturan yang terbaru yaitu, 
diantaranya Standar Operasional 
Prosedur Fire and Health Safety 
Environment yang terbit tanggal 22 Juli 
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2011, belum direvisi sehingga  sesuai 
dengan Permen LHK 
P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/ 3/2016. 
tentang Pengendalian Kebakaran Hutan 
dan Lahan.  

3.2.2 

Sarana prasarana 
perlindungan 
gangguan hutan 

D (2) 2 

(Sedang) 

Sarana dan prasarana perlindungan 
hutan baik gangguan hutan terhadap 
kebakaran, aktivitas illegal serta hama 
dan penyakit sudah tersedia dan 
berfungsi sesuai fungsinya, namun 
masih belum memenuhi ketentuan yang 
berlaku baik jumlah maupun jenisnya. 
Terutama sarana prasarana 
pengendalian kebakaran hutan setiap 
regu inti Dalkarhutla yang belum 
mencapai standar yang tertuang dalam 
P.32/MenLHK/Setjen/ Kum.1/3/2016.  

3.2.3 

SDM perlindungan 
hutan 

D (2) 2 

(Sedang) 

Pada Penilikan ke-3, terdapat progress 
jumlah personil SDM perlindungan hutan 
terutama SDM Dalkarhutla dibandingkan 
hasil penilaian pada Penilikan ke-2. Total 
personil regu inti karhutla yang dimiliki 
PT. TRH sebanyak 6 regu dengan jumlah 
personil yang memiliki sertifikat Teknik 
Pengendalian Kebakaran Hutan dan 
Lahan sebanyak 91 orang. 

Jumlah tersebut sudah mencukupi 
ketentuan 
P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016, 
jumlah regu inti karhutla yang 
dibutuhkan untuk luasan diatas 100.000 
hektar adalah 6 regu Dalkarhutla dengan 
jumlah anggota 90 personil  yang sudah 
bersertifikat, Namun PT. Tanjung Redeb 
Hutani belum melengkapi organisasi 
Brigade Dalkarhutla-nya dengan 
organisasi MPA sebagai regu-regu 
perbantuan yang direkrut di masing-
masing desa binaan yang disyaratkan 
memiliki sertifikat pembekalan 
sebagaimana tertuang dalam Perdirjen 
PHKA Nomor: P.2/IV/Set/2014, tentang 
Pembentukan dan Pembinaan 
Masyarakat Peduli Api. 

PT. Tanjung Redeb Hutani memiliki 46 
personil satpam namun yang 
bersertifikat Pelatihan Dasar Satuan 
Pengamanan  baru mencapai 9 orang.  
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3.2.4 

Implementasi 
perlindungan 
gangguan hutan 
(preemptif/ preventif/ 
represif) 

D (2) 3 

(Baik) 

Tindakan preemptif, preventif dan 
represif sudah dilakukan oleh 
Manajemen  PT. Tanjung Redeb Hutani 
dengan melakukan upaya 
penyadartahuan kepada masyarakat 
sekitar hutan akan bahaya membakar 
hutan dan lahan serta kegiatan-kegiatan 
illegal dan lainnya sebagaimana data 
yang terdapat pada laporan bulanan 
pengendalian kebakaran hutan (Mei 
2016 s/d April 2017), kegiatan patroli 
yang dituangkan dalam laporan 
mingguan serta tindakan represif bagi 
para pelanggar sesuai prosedur hukum 
yang berlaku sebagaimana data yang 
telah didokumentasikan dalam rekap 
tindakan hukum (laporan kepolisian) 
terhadap pelanggaran kehutanan di 
wilayah PT. Tanjung Redeb Hutani selam 
periode Juni 2016 a/d April 2017. 

Tindakan preemptif lainnya yang 
dilakukan oleh PT. Tanjung Redeb 
Hutani adalah dengan melakukan 
pembukaan lahan tanpa bakar, 
membuat sekat bakar, memperbanyak 
embung air, membuat papan-papan 
peringatan, dan lain-lain. 

Kesimpulan Indikator 
3.2 

24 18 18/24 = 75% (SEDANG) 

 
3. Indikator No 3.3:  Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air 

akibat pemanfaatan hutan. 

NOMOR DAN JUDUL 
VERIFIER 

BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.3.1  

Ketersediaan prosedur 
pengelolaan dan 
pemantauan dampak 
terhadap tanah & air. 

D (2) 2 

(Sedang) 

Tersedia Prosedur: 

1. SOP Penanganan Limbah B3 dan 
Kemasan Bekas nomor 13/TRH-P&L-
Doc/III/2014 revisi 00 tanggal 3 Maret 
2013. SOP ini mengatur kegiatan 
penanganan limbah B3 mulai dari 
bengkel, nursery sampai ke TPS dan 
penyerahan ke pihak ketiga yang 
berijin untuk menampung limbah B3. 

2. SOP Pengukuran Kualitas Air nomor 
13/TRH-P&L-Doc/III/2014 revisi 00 
tanggal 5 Maret 2013. SOP ini 
mengatur cara pengambilan data 
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kualitas dan debit air, sedimentasi 
pengolahan data dan pelaporan. 

3. SOP Tentang Pengamatan Erosi 
Nomor 15/TRH-P&L-Doc/III/2014 
revisi 00 tanggal 5 Maret 2013. SOP 
ini mengatur cara pengambilan data 
erosi tanah dengan metode stik, 
pengolahan data dan pelaporan. 

Standar operational prosedur yang ada 
belum mencakup pengelolaan seluruh 
dampak terhadap tanah dan air akibat 
pemanfaatan hutan. Dampak terhadap 
tutupan lahan, dampak terhadap kimia 
tanah, dampak terhadap sedimentasi 
pada aliran sungai dan dampak 
terhadap iklim mikro belum sepenuhnya 
dipantau dan dikelola. 

3.3.2 

Sarana pengelolaan 
dan pemantauan 
dampak terhadap 
tanah dan air 

D (2) 2 

(Sedang) 

Tersedia dokumen Laporan Triwulan II, 
III dan IV Pelaksanaan RKL/RPL tahun 
2016 serta Laporan Triwulan I 
Pelaksanaan RKL/RPL tahun 2017. 

Dari hasil analisa laporan dan bukti 
implementasi lapangan, PT. Tanjung 
Redeb Hutani sudah melengkapi 
sebagian sarana prasarana pengelolaan 
dan pemantauan dampak terhadap 
tanah dan air yang berfungsi dengan 
baik, namun terdapat beberapa sarana 
yang belum dilengkapi, seperti alat 
pementauan debit air sungai, 
sedimentasi pada sungai dan belum 
melakukan pemantauan atau 
pengukuran kimia tanah. 

3.3.3. 

SDM pengelolaan 
dan pemantauan 
dampak terhadap 
tanah dan air. 

D (2) 2 

(Sedang) 

Jumlah tenaga Ganis Binhut PT. 
Tanjung Redeb Hutani pada Penilikan 
ke-2 adalah 3 orang. Sedangkan pada 
Penilikan ke-3 sudah bertambah 
menjadi 6 orang, namun sesuai 
Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL-
IPHH/2015, kecukupan tenaga Ganis 
Binhut PT. Tanjung Redeb Hutani masih 
memiliki kekurangan sebanyak 2 orang. 

3.3.4. 

Rencana dan 
implementasi 
pengelolaan dampak 
terhadap tanah dan 
air (teknis sipil dan 

D (2) 3 

(Baik) 

Terdapat dokumen rencana 
pemantauan lingkungan (RPL) yang 
merupakan bagian dari dokumen 
AMDAL yang telah disetujui berdasarkan 
SK MenegLH Nomor KEP. 
05/MENLH/2/1995 tentang persetujuan 
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vegetatif). AMDAL Terpadu PT. Kiani Kertas dan 
PT. Tanjung Redeb Hutani.  RKL dan 
RPL meskipun belum diitegrasikan 
dalam sebuah dokumen rencana 
tahunan secara detil.  

Terdapat bukti implementasi berupa 
Laporan Triwulan II, III dan IV 
Pelaksanaan RKL/RPL tahun 2016 serta 
Laporan Triwulan I Pelaksanaan 
RKL/RPL tahun 2017 serta hasil 
observasi lapangan pada beberapa titik 
uji petik, seperti pengamatan erosi 
tanah, curah hujan, petak tanaman 
pokok. PT. TRH telah melakukan 
kegiatan pencegahan teknik sipil dan 
vegetative pada beberapa titik di seluruh 
wilayah kerja. 

3.3.5 

Rencana dan 
implementasi 
pemantauan dampak 
terhadap tanah dan 
air 

D (2) 2 

(Sedang) 

Terdapat dokumen rencana 
pemantauan lingkungan (RPL) yang 
merupakan bagian dari dokumen 
AMDAL yang telah disetujui berdasarkan 
SK MenegLH Nomor KEP. 
05/MENLH/2/1995 tentang persetujuan 
AMDAL Terpadu PT. Kiani Kertas dan 
PT. Tanjung Redeb Hutani.  RKL dan 
RPL meskipun belum diitegrasikan 
dalam sebuah dokumen rencana 
tahunan secara detil.  

Terdapat bukti implementasi berupa 
Laporan Triwulan II, III dan IV 
Pelaksanaan RKL/RPL tahun 2016 serta 
Laporan Triwulan I Pelaksanaan 
RKL/RPL tahun 2017 serta hasil 
observasi lapangan pada beberapa titik 
uji petik, seperti pengamatan erosi 
tanah, curah hujan, dan hasil uji 
laboratorium kualitas air. Namun PT. 
Tanjung Redeb Hutani belum 
melakukan uji kimia tanah, pengukuran 
debit air sungai di setiap sungai yang 
merupakan wilayah terdampak. 

3.3.6 

Dampak terhadap 
tanah dan air 

D (2) 2 

(Baik) 

Parameter dampak yang dapat dijadikan 
alat ukur adalah hasil uji laboratorium 
kualitas air.  Hasil pengamatan (uji petik) 
lapangan di wilayah Sambarata, Suaran 
dan Tabalar terhadap warna air sungai, 
masih terlihat jernih sampai keruh.  

Hasil Uji laboratorium terhadap: 

a. Sifat fisik air sungai (kekeruhan dan 
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warna) sebagian besar sampel masih 
dibawah ambang batas. 

b. Sifat kimia air sungai (kandungan 
logam berat) sebagian besar sampel 
angkanya dibawah ambang batas. 

c. Sifat Biologi air sungai (kandungan 
microbiologi) sebagian sampel 
nilainya dibawah ambang batas. 

Dari hasil laporan dan pengamatan 
secara langsung, dapat diambil 
kesimpulan belum ada indikasi dampak 
yang besar dan penting terhadap tanah 
dan air. 

Kesimpulan Indikator 
3.3 

36 28 28/36 = 77,78% (SEDANG) 

 

 
4. Indikator No 3.4 :  Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau 

langka (endangered), jarang (rare), terancam punah 
(threatened) dan endemic. 

NOMOR DAN JUDUL 
VERIFIER 

BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.4.1 

Ketersediaan 
prosedur identifikasi 
flora dan fauna yang 
dilindungi dan/atau 
langka, jarang, 
terancam punah dan 
endemik mengacu 
pada perundangan/ 
peraturan yang 
berlaku 

D (2) 2 

(Sedang) 

Terdapat SOP Pemantauan Flora dan 
Fauna Dilindungi Revisi 19 Oktober 
2016 Prosedur pemantauan Flora 
memakai metode garis berpetak, serta 
jalur. Dengan intensitas sampling 5%. 

Belum menggambarkan metode 
pengamatan terhadap flora dan fauna 
secara spesifik terhadap jenis-jenis  flora 
dan fauna yang statusnya dilindungi 
dan/atau langka, jarang, terancam 
punah dan endemic yang ada di wilayah 
izin.  

Intensitas periode pengamatan 
dilakukan setahun sekali. 

 

 

3.4.2 

Implementasi kegiatan 
identifikasi 

 

D (2) 2 

(Sedang) 

Terdapat Laporan hasil identifikasi flora 
dan fauna PT. Tanjung Redeb Hutani 
tanggal 5 Januari 2017. 

Jenis Flora hasil identifikasi: 32 jenis. 

Jenis Fauna yang dilindungi: 13 Jenis 
burung dan 7 jenis mamalia. Namun 
belum dikategorikan apakah flora dan 
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NOMOR DAN JUDUL 
VERIFIER 

BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

fauna tersebut masuk langka, jarang, 
terancam punah atau endemic. 

Kesimpulan Indikator 
3.4 

12 8 8/12 = 66,67% (SEDANG) 

 
5. Indikator No 3.5 :  

Pengelolaan flora untuk : 

1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak 
rusak.  

2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/ atau jarang, langka dan 
terancam punah dan endemik. 

NOMOR DAN JUDUL 
VERIFIER 

BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.5.1 

Ketersedian prosedur 
pengelolaan flora 
yang dilindungi 
mengacu pada 
peraturan 
perundangan yang 
berlaku 

D (2) 2 

(Sedang) 

Tersedia Prosedur Pengelolaan Flora 
dan Fauna Dilindungi, revisi tanggal 10 
Oktober 2016. Ketentuan yang diacu: 

a. PP No.7 tahun 1999, 

b. Redlist IUCN, Appendiks CITES 

SOP pengelolaan belum 
menggambarkan pengelolaan secara 
spesifik terhadap jenis-jenis flora yang 
dilindungi dan/atau langka, jarang, 
terancam punah dan endemik yang 
terdapat di areal pemegang izin. 

Belum ada hasil studi HCVF sehingga 
prosedur pengelolaan belum terintegrasi 
secara maksimal dengan kegiatan 
pengelolaan hutan tanaman. 

3.5.2 

Implementasi 
kegiatan pengelolaan 
flora sesuai dengan 
yang direncanakan 

D (2) 2 

(Sedang) 

Tersedia Laporan hasil identifikasi flora 
dan fauna PT. Tanjung Redeb Hutani 
tanggal 5 Januari 2017. 

Tersedia pula bukti-bukti pengelolaan 
untuk melindungi flora dengan 
melakukan papan-papan himbauan dan 
larangan, kegiatan patrol dan sosialisasi 
terhadap masyarakat terhadap kawasan 
lindung. 

Ada beberapa rencana yang belum 
dilakukan Kegiatan penangkaran, 
pengembangan jenis dan pemetaan 
flora fauna belum ada 
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3.5.3 

Kondisi spesies flora 
dilindungi dan/atau 
jarang, langka dan 
terancam punah dan 
endemic 

D (2) 2 

(Sedang) 

Laporan hasil identifikasi flora tahun 
2017 memberikan informasi jumlah flora 
dilindungi sebanyak 32 jenis species, 
namun belum memberikan informasi 
status kelimpahan kategori sebagai flora 
jarang, langka dan terancam punah dan 
endemic yang ada di areal ijin 
PT.Tanjung Redeb Hutani. Sehingga  
sulit menilai apakah suatu spesies flora 
terganggu atau tidak.   

Penyebaran flora dilindungi, dan/atau 
jarang, langka dan terancam punah dan 
endemic belum digambarkan dalam 
Peta Penyebaran pada areal kerja. 

Kesimpulan Indikator 
3.5 

12 28 12/18 = 66,67% (SEDANG) 

 

6. Indikator No 3.6 :  

Pengelolaan fauna untuk : 

1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak 
rusak.  

2. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan 
terancam punah dan endemic. 

NOMOR DAN JUDUL 
VERIFIER 

BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.6.1 

Ketersedian prosedur 
pengelolaan fauna 
yang dilindungi 
mengacu pada 
peraturan 
perundangan 

yang berlaku, dan 
tercakup kegiatan 
perencanaan, 
pelaksana, kegiatan, 
dan pemantauan) 

D (2) 2 

(Sedang) 

Tersedia Prosedur Pengelolaan Flora 
dan Fauna Dilindungi, revisi tanggal 10 
Oktober 2016. Ketentuan yang diacu: 

a. PP No.7 tahun 1999, 

b. Redlist IUCN, Appendiks CITES 

SOP pengelolaan belum 
menggambarkan pengelolaan secara 
spesifik terhadap jenis-jenis fauna yang 
langka, jarang, terancam punah dan 
endemik yang terdapat di areal 
pemegang izin. 

Belum ada hasil studi HCVF sehingga 
prosedur pengelolaan belum terintegrasi 
secara maksimal dengan kegiatan 
pengelolaan hutan tanaman. 

3.6.2 

Realisasi 
pelaksanaan kegiatan 
pengelolaan fauna 
sesuai dengan yang 

D (2) 2 

(Sedang) 

Tersedia Laporan hasil identifikasi flora 
dan fauna PT. Tanjung Redeb Hutani 
tanggal 5 Januari 2017. 

Tersedia pula bukti-bukti pengelolaan 
untuk melindungi fauna dengan 
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NOMOR DAN JUDUL 
VERIFIER 

BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

direncanakan 

 

melakukan papan-papan himbauan dan 
larangan, kegiatan patrol dan sosialisasi 
terhadap masyarakat terhadap kawasan 
lindung. 

Ada beberapa rencana yang belum 
dilakukan diantaranya kegiatan 
penangkaran, pengembangan jenis dan 
pemetaan flora fauna. 

3.6.3 

Kondisi species fauna 
dilindungi dan/atau 
jarang, langka dan 
terancam punah dan 
endemic 

 

D (2) 2 

(Sedang) 

Laporan hasil identifikasi flora tahun 
2017 memberikan informasi jumlah 
fauna dilindungi sebanyak 13 Jenis 
burung dan 7 jenis mamalia, namun 
belum memberikan informasi status 
kelimpahan kategori sebagai fauna 
jarang, langka, terancam punah dan 
endemic yang ada di areal ijin 
PT.Tanjung Redeb Hutani. Sehingga  
sulit menilai apakah suatu spesies fauna 
terganggu atau tidak.   

Penyebaran fauna dilindungi, dan/atau 
jarang, langka dan terancam punah dan 
endemic belum digambarkan dalam 
Peta Penyebaran pada areal kerja. 

Kesimpulan Indikator 
3.6 

18 12 12/18 = 66,67% (SEDANG) 
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D. KRITERIA SOSIAL 

1. Indikator No. 4.1  : Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang 
izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat 

NOMOR DAN JUDUL 
VERIFIER 

BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Verifier 4.1.1. 

Ketersediaan 
dokumen/ laporan 
mengenai pola 
penguasaan dan 
pemanfaatan 
SDA/SDH setempat, 
identifikasi hak- hak 
dasar masyarakat 
hukum adat dan/atau 
masyarakat setempat, 
dan rencana 
pemanfaatan SDH oleh 
pemegang izin  

D (2) 2 
(SEDANG) 

Data Base Sosial PT. Tanjung Redeb 
Hutani belum mencakup seluruh 
wilayah. Wilayah Sambarata, 
dokumennya belum dapat 
ditunjukkan. Dokumen  studi lainnya 
seperti : Kajian HCVF, Studi Dampak 
Sosial keberadaan UM PT Tanjung 
Redeb Hutani belum ada 
dokumennya. 

UM PT Tanjung Redeb Hutani 
memiliki sebagian dokumen/laporan 
mengenai pola penguasaan dan 
pemanfaatan SDA/SDH setempat, 
identifikasi hak-hak dasar masyarakat 
hukum adat dan/atau masyarakat 
setempat, dan rencana pemanfaatan 
SDH. 

Verifier 4.1.2. 

Tersedia mekanisme 
pembuatan 
batas/rekonstruksi 
batas kawasan secara 
parsitipatif dan 
penyelesaian konflik 
batas kawasan  

D (2)  3 (BAIK) Mengacu pada dokumen dari PT. 
TRH tentang  Data lokasi /Desa yang 
menjadi program sosialisasi dan 
pembuatan batas partisipatif dengan 
PT Tanjung Redeb Hutani Tahun 
2016/2017, dari 17 Kampung yang 
berada di sekitar areal konsensi PT 
Tanjung Redeb Hutani yang sudah 
memiliki BAP Sosialisasi dan BAP 
Pembuatan Partisipatif mencakup 10 
kampung, yaitu : (1).  Kp. Gurimbang, 
(2). Kp. Sembakungan, (3). Kp. 
Mangkajang, (4). Kp. Mangkajang RT 
05, (5). Kp Bebanir Bangun, (6). Kp. 
Bebanir Bangun Kedua, (7) Kp. 
Buyung-buyung, (8) Kp Tabalar Ulu, 
(9). Kp Suaran, (10). Kp Tasuk 
/Masyarakat Dayak Punan di KM 21. 
Sementara yang baru pada tahap 
sosialisasi mencakup 2 kampung, 
yaitu : (1). Kp. Pesayan, dan (2) Kp 
Merancang Ulu KM 16. 

Dan Kampung sisanya direncanakan 
pada tahun 2017, 2018 dan 2019.  
Kondisi demikian menunjukkan 
bahwa mekanisme penataan batas/ 
rekonstruksi batas kawasan secara 
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partisipatif & penyelesaian konflik 
baru pada tahap disetujui para pihak. 

Verifier 4,1.3. 

Tersedia mekanisme 
pengakuan hak-hak 
dasar masyarakat 
hukum adat dan 
masyarakat setempat 
dalam perencanaan 
pemanfataan SDH 

D (2) 3 (BAIK) PT. Tanjung Redeb Hutani memiliki 
mekanisme pengakuan hak-hak 
dasar masyarakat hukum adat dan 
masyarakat setempat dalam 
perencanaan pemanfataan SDH yang 
legal, lengkap dan jelas. 

Verifier 4.1.4. 

Terdapat batas yang 
memisahkan secara 
tegas antara kawasan/ 
areal kerja unit 
manajemen dengan 
kawasan kehidupan 
masyarakat   

D (2) 2 
(SEDANG) 

PT. Tanjung Redeb Hutani memiliki 
bukti-bukti tentang luas dan  batas 
kawasan dengan  sebagian (kawasan 
yang dimiliki) masyarakat hukum 
adat/setempat. 

Verifier 4.1.5.  

Terdapat persetujuan 
para pihak atas luas 
dan batas areal kerja 
IUPHHK/KPH 

D (2) 2 
(SEDANG) 

terkait dengan persetujuan para pihak 
atas luas dan batas areal kerja ada 
pihak yang sudah mengakui, namun 
disisi lain masih ada juga yang belum 
mengakuinya dengan bukti masih 
terdapat perambahan dan klaim areal 
oleh masyarakat dalam konsensi PT 
Tanjung Redeb Hutani. 

PT. Tanjung Redeb Hutani memiliki 
persetujuan luas dan batas areal 
kerjanya dengan sebagian para pihak 
dan masih ada potensi konflik 

Kesimpulan Indikator 
4.1 

30 24 24/30= 80,00 % (SEDANG) 

 

2. Indikator No. 4.2. : Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan 
peraturan perundangan yang berlaku. 

NOMOR DAN JUDUL 
VERIFIER 

BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Verifier 4.2.1. 

Ketersediaan dokumen 
yang menyangkut 
tanggung jawab sosial 
pemegang izin sesuai 
dengan peraturan- 
perundangan yang 
relevan/berlaku 

 

D (2) 3    
(BAIK) 

PT. Tanjung Redeb Hutani telah memiliki 
dokumen yang lengkap menyangkut 
tanggung jawab sosial pemegang izin 
sesuai dengan peraturan perundangan 
yang berlaku/relevan 
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Verifier 4.2.2, 

Ketersediaan 
mekanisme 
pemenuhan kewajiban 
sosial pemegang izin 
terhadap masyarakat 

D (2) 3    
(BAIK) 

Observasi pada penilikan ke-2 telah 
dipenuhi oleh auditee dengan membuat 
SOP Kesempatan Berusaha Bagi 
Masyarakat Sekitar, dengan Dokumen 
Nomor 01/TRH-FDP-Doc/V/2017 Revisi 
00 tanggal 23 Mei 2017 yang mengatur 
perihal pemberian kesempatan  
berusaha bagi masyarakat yang berada 
di sekitar areal kerjanya 

Verifier 4.2.3, 

 Kegiatan sosialisasi 
kepada masyarakat 
mengenai hak dan 
kewajiban pemegang 
izin terhadap 
masyarakat dalam 
mengelola SDH 

D (2) 3    
(BAIK) 

PT. Tanjung Redeb Hutani memiliki bukti  
yang lengkap pelaksanaan kegiatan 
sosialisasi kepada masyarakat mengenai 
hak & kewajiban terhadap masyarakat 
dalam mengelola SDH 

Verifier 4,2,4. 

Realisasi pemenuhan 
tanggung jawab sosial 
terhadap masyarakat 
/implementasi hak-hak 
dasar masyarakat 
hukum adat dan 
masyarakat setempat 
dalam pengelolaan 
SDH 

D (2) 3    
(BAIK) 

Mengacu pada data dari manager FPD 
PT Tanjung Redeb Hutani tentang 
realisasi Desa yang mendapat bantuan 
program kelola sosial Tahun 2016 telah 
dilaksanakan pada 15 desa yang 
berbatasan langsung dengan kawasan 
areal  konsensi PT Tanjung Redeb 
Hutani. 

PT Tanjung Redeb Hutani memiliki bukti 
yang lengkap tentang realisasi 
pemenuhan tanggung jawab sosial 
terhadap seluruh masyarakat 

Verifier 4.2.5.  

Ketersediaan laporan/ 
dokumen terkait 
pelaksanaan tanggung 
jawab sosial 
pemegang izin 
termasuk ganti rugi 

D (2) 3    
(BAIK) 

PT. Tanjung Redeb Hutani memiliki bukti 
yang lengkap tentang laporan/dokumen 
terkait pelaksanaan tanggung jawab 
sosial termasuk ganti rugi 

Kesimpulan Indikator 
4.2 

30 30 30/30= 100,00 % (BAIK) 

 
3. Indikator No. 4.3 :   Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat 

yang adil antar para pihak 

NOMOR DAN JUDUL 
VERIFIER 

BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Verifier 4.3,1.  

Ketersediaan data dan 
informasi masyarakat 

D (2) 2 
(SEDANG) 

Data Base Sosial PT. Tanjung Redeb 
Hutani Wilayah Sambarata, 
dokumennya belum dapat ditunjukkan. 
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hukum adat dan/atau 
masyarakat setempat 
yang terlibat, 
tergantung, 
terpengaruh oleh 
aktivitas pengelolaan 
SDH 

Dokumen  studi lainnya seperti : Kajian 
HCVF, Studi Dampak Sosial 
keberadaan UM PT Tanjung Redeb 
Hutani belum ada dokumennya. 
Dengan demikian PT Tanjung Redeb 
Hutani memiliki sebagian 
dokumen/laporan mengenai pola 
penguasaan dan pemanfaatan 
SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak 
dasar masyarakat hukum adat dan/atau 
masyarakat setempat, dan rencana 
pemanfaatan SDH. 

Verifier 4.3.2, 

Ketersediaan 
mekanisme 
peningkatan peran 
serta dan aktivitas 
ekonomi masyarakat 
hukum adat dan/atau 
masyarakat setempat  

D (2) 2 
(SEDANG) 

Observasi pada penilikan ke-2 belum 
dipenuhi terkait dengan mekanisme 
atau SOP yang mengatur perihal 
pemberian kesempatan  berusaha bagi 
masyarakat yang berada di sekitar areal 
kerjanya. 

Kondisi demikian menunjukkan bahwa 
PT. Tanjung Redeb Hutani memiliki 
sebagian Ketersediaan mekanisme 
peningkatan peran serta dan aktivitas 
ekonomi masyarakat hukum adat 
dan/atau masyarakat setempat 

Verifier 4.3.3. 

Keberadaan dokumen 
rencana pemegang 
izin mengenai 
kegiatan peningkatan 
peran serta dan 
aktivitas ekonomi 
masyarakat 

D (2) 2 
(SEDANG) 

Obervasi penilikan ke-2 tentang 
kejelasan Rencana Operasional 
kegiatan PT. TRH terkait kegiatan 
Penyuluhan dan Pelatihan  kepada 
masyarakat  tidak dirinci jenis kegiatan 
yang akan dilakukan pada masing-
masing kampung yang ada di sekitar 
areal. PT TRH memiliki sebagian 
dokumen rencana  kegiatan 
peningkatan peran serta dan aktivitas 
ekonomi masyarakat  namun belum 
lengkap dan jelas 

Verifier 4.3.4, 

Implementasi kegiatan 
peningkatan peran 
serta dan aktivitas 
ekonomi masyarakat 
hukum adat dan atau 
masyarakat setempat 
oleh pemegang izin 
yang tepat sasaran. 

D (2) 3    (BAIK) Mengacu pada dokumen Rencana dan 
realisasi biaya PMDH/Kelola Sosial PT 
TRH Tahun 2016 khususnya pada 
kegiatan Peningkatan Ekonomi 
setempat, dari rencana Rp. 
374.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 
1.213.106.935,-  atau sekitar 323,92% 

PT. TRH telah mengimplementasikan  
sebagian besar (>50 %) kegiatan 
peningkatan peran serta dan aktivitas 
ekonomi masyarakat 
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Verifier  4.3.5 

Keberadaan 
dokumen/ laporan 
mengenai 
pelaksanaan distribusi 
manfaat kepada para 
pihak 

D (2) 3    (BAIK) PT. Tanjung Redeb Hutani memiliki 
dokumen/ laporan mengenai 
pelaksanaan distribusi manfaat kepada 
para pihak 

Kesimpulan Indikator 
4.3. 

30 24 24/30 = 80% (SEDANG) 

 
4. Indikator No.4.4 :  Keberadaan mekanisme resolusi konflik 

NOMOR DAN JUDUL 
VERIFIER 

BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Verifier 4.4.1. 

Tersedianya 
mekanisme resolusi 
konflik  

D (2) 3    (BAIK) PT. Tanjung Redeb Hutani telah 
memiliki mekanisme resolusi konflik  
yang  lengkap dan jelas.    

Verifier 4.4.2 

Tersedia peta konflik 
D (2) 3     (BAIK) Terdapat dokumen tambahan peta 

konflik dan rawan konflik di Areal Kerja 
IUPHHK-HTI PT TRH Wilayah Suaran, 
Tabalar, Sambarata dan Birang 
Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan 
Timur. PT TRH memiliki dokumen peta 
konflik dan tersedia peta konflik yang 
lengkap dan jelas.  

Verifier 4.4.3  

Adanya kelembagaan 
resolusi konflik yang 
didukung oleh para 
pihak 

D (2) 3 (BAIK) PT. Tanjung Redeb Hutani memiliki 
organisasi penyelesaian konflik, 
sumberdaya manusia dan pendanaan 
yang cukup memadai dalam mengelola 
konflik yang timbul. 

Verifier 4.4.4  

Ketersediaan 
dokumen proses 
penyelesaian konflik 
yang pernah terjadi 

D (2) 2 
(SEDANG) 

Mengacu pada ketentuan Peraturan 
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan 
Produksi Lestari Nomor : 
P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang 
Pedoman Pemetaan potensi dan 
resolusi konflik pada pemegang izin 
usaha pemanfaatan hasil hutan kayu 
(IUPHHK) dalam hutan produksi 
khususnya pada pasal 4 dimana pihak 
pemegang IUPHHK wajib melaporkan 
hasil pemetaan potensi dan resolusi 
konflik serta perkembangan 
penyelesaian konflik kepada Dinas 
kehutanan Provinsi ditembuskan 
kepada Direkturat Jenderal Pengelolaan 
Hutan Produksi Lestari dan Balai 
Pemantauan Pemanfaatn Hutan 
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Produksi setiap 6 bulan. 

Berdasarkan hasil verifikasi, proses 
pelaporan ini belum dilaksanakan. Disisi 
lain dokumen pelaporan pemetaan 
potensi dan resolusi konflik yang telah 
disusun oleh pihak UM PT TRH, 
sistematikanya belum mengacu pada 
ketentuan peraturan di atas. 

PT TRH memiliki dokumen/laporan 
penanganan konflik tersedia, namun 
tidak lengkap dan kurang jelas 

Kesimpulan Indikator 
4.4 

24 22 22/24 = 91,67 % (BAIK) 

 
5. Indikator No. 4.5 :   Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan 

Tenaga Kerja 

NOMOR DAN JUDUL 
VERIFIER 

BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Verifier 4.5.1, 

Adanya hubungan 
industrial  

D (2) 3 (BAIK) PT Tanjung Redeb Hutani telah 
merealisasikan  seluruh  hubungan 
industrial  kepada karyawannya 

Verifier 4.5.2, Adanya 
rencana dan realisasi 
pengembangan 
kompetensi tenaga 
kerja 

D (2) 2 
(SEDANG) 

Realisasi peningkatan kompetensi 
karyawan di lingkungan PT Tanjung 
Redeb Hutani periode Januari – 
Desember 2016 dan Januari – April 
2017 berkisar antara 80 – 94,69%. 

PT Tanjung Redeb Hutani telah 
merealisasikan  sebagian besar 
rencana pengembangan kompetensi 

Verifier 4.5.3, 

Dokumen standar 
jenjang karir dan 
implementasinya 

D (2) 3 (BAIK) PT. Tanjung Redeb Hutani memiliki 
dokumen standar jenjang karir dan 
telah diimplementasikan seluruhnya 

Verifier 4.5.4,  

Dokumen standar 
jenjang karir dan 
implementasinya 

D (2) 3 (BAIK) Berdasarkan verifikasi kepada 
beberapa perwakilan karyawan 
menyatakan bahwa secara umum hak-
hak terkait kesejahteraan  karyawan 
telah diberikan oleh perusahaan. 

Disisi lain berdasarkan verifikasi 
dokumen terkait tunjangan 
kesejahteraan karyawan dan 
implementasinya, terdapat beberapa 
dokumen seperti : Implementasi THR 
tahun 2016, Perincian penghasilan 
karyawan PT TRH, Kartu BPJS 
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Kesehatan. 

PT Tanjung Redeb Hutani memiliki  
dokumen tunjangan kesejahteraaan 
karyawan dan telah diimplementasikan 
seluruhnya 

Kesimpulan Indikator 
4.5 

24 22 22/24 =  91,67% (BAIK) 

 

6. VLK HUTAN 

A. PRINSIP 1 

1. Indikator 1.1.1. :  Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang 
berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK. 

Nomor & Judul Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi 

1.1.1.a. Dokumen legal 
terkait perizinan usaha 
(SK IUPHHK) 

M Terdapat dokumen SK IUPHHK-HTI PT TRH yang sah 
berdasarkan SK Menhut No. 641/KPTS-II/1996 Jo No. 
329/Menhut-II/2011 Jo SK Ka BKPM No. 2/1/IUPHHK-
PB/PMDN/2016 tgl 18 Juli 2016 beserta lampiran 
petanya. 

Pada perubahan SK tersebut areal PT. Tanjung Redeb 
Hutani berubah dari luas ± 187.920 Ha menjadi ± 
185.840 Ha. 

Terdapat dokumen legalitas perseroan yang masih 
berlaku yang terdiri Akte Pendirian, Akte Perubahan 
Terakhir, SIUP,  TDP, dan NPWP 

1.1.1.b. Bukti 
pemenuhan kewajiban 
Iuran Izin Usaha 
Pemanfaatan Hasil 
Hutan Kayu. 
(IIUPHHK).   

M Pada SK IUPHHK-HT terbaru luas areal PT. TRH 
menjadi berkurang dari ± 187.920 Ha menjadi ± 
185.840 Ha, sehingga atas perubahan tersebut tidak 
terdapat kewajiban pembayaran IIUPH yang baru. 

Dokumen SPP IIUPH dan bukti setornya sesuai dan 
tidak mengalami perubahan. 

1.1.1.c. Penggunaan 
kawasan yang sah di 
luar kegiatan IUPHHK 
(jika ada). 

M Selama periode penilikan ke-3 kinerja PHPL PT TRH 
terdapat penambahan areal izin IPPKH sesuai dengan 
SK No. SK 1947/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/4/2017 
tanggal 05 April 2107 atas nama PT Berau Coal seluas 
1.580,89 Ha sehingga pada areal PT TRH saat ini 
terdapat 8 Izin IPPKH yang merupakan penggunaaan 
kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK. 
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B. PRINSIP 2 

2. Indikator 2.1.1. :  RKUPHHK/ RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan 
Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang. 

Nomor & Judul Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi 

2.1.1.a. Dokumen 
RKUPHHK/RPKH, 
RKT/Bagan Kerja/ RTT 
beserta lampirannya 
yang telah disahkan 
oleh pejabat yang 
berwenang, meliputi :   

- Dokumen 
RKUPHHK/RPKH & 
lampirannya yang 
disusun berdasar-kan 
IHMB/risalah hutan  
dan dilaksanakan 
oleh Ganis PHPL 
Timber Cruising 
dan/atau Canhut. 

- Dokumen RKT/RTT 
yang disusun 
berdasarkan 
RKU/RPKH dan 
disahkan oleh pejabat 
yang berwenang atau  
yang disahkan secara 
self approval  

- Peta rencana 
penataan areal kerja 
yang dibuat oleh 
Ganis PHPL Canhut. 

M Dokumen RKUPHHK-HT PT. TRH periode 2009 – 2018 
sah dan berlaku serta tidak mengalami perubahan dan 
akan diperbarui pada tahun 2018. 

Terdapat dokumen RKT tahun 2016 dan RKT 2017 
yang disahkan secara self approval dilampiri oleh Peta 
Rencana Pemanenan dan Rencana Penanaman skala 
1 : 50.000 

PT. TRH memiliki Ganis Canhut sebanyak 4 orang 
yang menangani kegiatan perencanaan dengan 
register yang masih berlaku yaitu atas nama : 

 

- Sugiary Reg. 01077-13/CANHUT/XX/2013 

- Rasidi Reg. 01434-13/TC/XX/2014 

- Didin Wardini, S.Hut Reg. 01525-
13/CANHUT/XX/2014 

- Andi Asdar Reg. 02152-13/CANHUT/XX/2016 

 

2.1.1.b. Peta areal yang 
tidak boleh ditebang 
pada RKT/Bagan 
Kerja/RTT dan bukti  
implementasinya di 
lapangan. 

M PT. TRH memiliki peta areal yang tidak boleh ditebang 

yang tercantum dalam peta RKT 2016 dan RKT 2017 

berupa areal Sempadan Sungai, Daerah Tangkapan 

Air (DTA), KPPN, DPSL dan areal berbatu serta Koridor 

Satwa 

Hasil Observasi di lapangan diketahui adanya 

penandaan lokasi kawasan lindung antara lain berupa: 

- Konservasi areal berbatu di wilayah Tabalar pada 

koordinat  N 010  42’ 20,5” dan E 1170  54’ 20,8”  dan 

terdapat penandaan batas serta papan peringatan.  

- Sempadan Sungai Atap di Wilayah Sambarata pada 
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Nomor & Judul Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi 

koordinat N 020  24’ 54,2” dan E 1170  11’ 22,8”  dan 

terdapat penandaan batas serta papan peringatan.  

- Sempadan Sungai Pura Wilayah Sambarata pada 

koordinat N 020  23’ 48,9” dan E 1170  12’ 45,7”  dan 

terdapat penandaan batas serta papan peringatan. 

2.1.1.c. Penandaan 
lokasi blok tebangan/ 
blok RKT/petak RTT 
yang jelas di peta dan 
terbukti di lapangan. 

M Pada Peta Lampiran RKT 2016 dan RKT 2017 PT 
Tanjung Redeb Hutani skala 1 : 50.000 terdapat 
penandaan petak-petak tebangan yang disahkan dan 
diarsir dengan jelas.  

Hasil observasi di lapangan pada RKT 2017 untuk 
Penilikan ke-3 ini ditemukan bukti dan tanda batas 
blok, petak yang konsisten dan mudah dikenali Tanda-
tanda maupun Batas blok tebangan dan petak 
tebangan ditemukan di lapangan dan sesuai dengan 
aturan di antaranya adalah : 

- Batas Blok RKT 2017 Wilayah Tabalar pada 
koordinat N 010  42’ 10,8” dan E 1170  54’ 18,2”  dan 
terdapat penandaan batas serta papan nama 

- Batas Petak 149 A dan 149 B RKT 2017 Wilayah 
Tabalar pada koordinat N 010  42’ 07,5” dan E 1170  
54’ 17,3”  dan terdapat penandaan batas dan patok 
serta plang petak.  

- Batas Petak 158 C dan 164 A RKT 2017 Wilayah 
Tabalar pada koordinat N 010  40’ 56,3” dan E 1170  
54’ 28,1”  dan terdapat penandaan batas dan patok 
serta plang petak. 

 

- Batas Blok RKT 2017 Wilayah Sambarata Blok IV 
pada koordinat  N 020  14’ 37,0” dan E 1170  21’ 
51,5” 

- Batas Petak 631 dan 629 RKT 2017 pada areal 
pemanfaatan kayu di Wilayah Sambarata pada 
koordinat N 020  25’ 21,0” dan E 1170  10’ 42,4” 

 

3. Indikator 2.2.1. :  Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai 
dengan peraturan yang berlaku. 

Nomor & Judul Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi 

2.2.1.a. Dokumen 
Rencana Kerja Usaha 
Pemanfaatan Hasil 

M Tersedia Dokumen Revisi RKUPHHK-HTI PT. Tanjung 
Redeb Hutani untuk jangka waktu 10 tahun (2009 – 
2018) sesuai SK Menteri Kehutanan nomor SK.34/VI-
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Nomor & Judul Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi 

Hutan Kayu 
(RKUPHHK) (bisa 
dalam proses) dengan 
lampiran-lampirannya 

BUHT/2014 tanggal 14 Juli 2014 tentang Persetujuan 
Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan 
Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) untuk 
jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode tahun 2009 – 
2018 atas nama PT. Tanjung Redeb Hutani di Provinsi 
Kalimantan Timur; 

Terdapat lampiran Peta RKUPHHK-HTI PT. TRH 
lengkap pada 4 (empat) wilayah skala 1: 100.000 yang 
telah disetujui  oleh Direktur Bina Usaha Hutan 
Tanaman atas nama Menteri Kehutanan ditandatangani 
dan distempel 

2.2.1.b. Kesesuaian 
lokasi dan volume 
pemanfaatan kayu 
hutan alam pada areal 
penyiapan lahan yang 
diizinkan untuk 
pembangunan hutan 
tanaman industri. 

 

M PT. TRH telah memiliki dokumen RKTUPPHHK yang 
sah yang memuat tentang lokasi rencana penebangan 
areal pemanfaatan kayu pada lokasi hutan alam bekas 
tebangan untuk pembangunan hutan tanaman industri.  

Hasil Pengecekan di lapangan untuk penilikan ke-3 ini 
menunjukkan kesesuaian antara lokasi blok tebangan 
RKT 2017 dengan di peta yang telah disahkan yaitu 
pada Petak 631 dan petak 629  Wilayah Sambarata 
pada koordinat N 020  25’ 21,0” dan E 1170  10’ 42,4” 

Sedangkan volume kayu yang diproduksi selama 
periode audit sebanyak 53.676 Btg 140.625,34 M3 
untuk periode Mei 2016 sampai dengan awal Mei 2017 
masih jauh dari target RKT 2017 sebesar 742.472,90 
M3 

 

C. PRINSIP 3 

4. Indikator 3.1.1. :  Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ 
dimanfaatkan telah di–LHP-kan. 

Nomor & Judul Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi 

3.1.1. Dokumen LHP 
yang telah disahkan 
oleh pejabat yang 
berwenang. 

M PT. TRH telah melakukan penatausahaan kayu dengan 
sistem SIPUHH Online dan menerbitkan LHP sesuai 
dengan ketentuan melalui SIPUHH Online 

Jumlah Penerbitan LHP selama Periode Penilikan ke-3 
untuk pemanfaatan kayu dari hutan alam sebanyak 
53.676 Btg volume 140.625,34 M3 dan kayu HTI 
sebanyak 433.553,58 SM volume 256.246,53 M3. 

LHP diterbitkan oleh Ganis PKB Penerbit LHP atas 
nama Maisia Ambo Reg. 00185-13/PKB-R/XX/2011; 
dan Suparji Reg. 00179-13/PKB-R/XX/2013 

Hasil uji petik stok kayu sesuai dan LHP Nomor 
06/LHP-KB-BR/2-2017 (KBB) dapat ditemui di 
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Nomor & Judul Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi 

lapangan pada TKP Antara Lati dengan Kayu nomor 
barcode : 

- 1904A27TJRH0000000000047887; 

- 1904A27TJRH0000000000048027; 

- 1904A27TJRH0000000000048074; 

- 1904A27TJRH0000000000048108; 

- 1904A27TJRH0000000000048144; 

 

5. Indikator 3.1.2. :  Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan 
surat keterangan sahnya hasil hutan. 

Nomor & Judul Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi 

3.1.2. Surat keterangan 
sahnya hasil hutan dan 
lampirannya dari :   

- TPK hutan ke TPK 
Antara,  -  TPK hutan 
ke industri primer 
dan/atau penampung 
kayu terdaftar,    

- TPK Antara ke industri  
primer hasil hutan 
dan/atau penampung 
kayu terdaftar 

M PT. TRH telah melakukan penerbitan SKSHHK untuk 
menyertai angkutan kayu dari TPK Hutan ke TPK 
Antara dan dari TPK Antara ke Industri sesuai dengan 
ketentuan. 

Jumlah SKSHHK yang diterbitkan selama periode 
penilikan ke-3 sebanyak : 

a. SKSHHK dari TPK Hutan ke TPK Antara sebanyak 
9.613 Set dokumen dengan volume 396.416.52 M3 

b. SKSHHK dari TPK Antara ke Industri sebanyak  141 
Set dokumen SKSHHK yang terdiri dari 66 Set 
untuk angkutan kayu hutan alam dengan volume 
sebesar 48.738 Btg 138.970,70 M3 dan 75 Set 
untuk angkutan kayu HTI dengan volume 
497.819,06 SM atau 294.198,31 M3. 

Dokumen SKSHHK diterbitkan oleh Ganis PKB 
Penerbit SKSHHK atas nama : 

1. Yusak MP Reg. 01238-13/PKB-R/XX/2013 

2. Marzuki Reg. 00186-13/PKB-R/XX/2011 

3. Anjas Nabile Reg. 01237-13/PKB-R/XX/2013 
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6. Indikator 3.1.3. :  Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang  IUPHHK-
HA. 

Nomor & Judul Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi 

3.1.3.a. Tanda-tanda 
PUHH/ barcode pada 
kayu bulat dari 
pemegang  IUPHHK-
HA bisa dilacak balak. 

M Penandaan kayu di lapangan telah dilakukan dengan 
menggunakan barcode yang dapat dibaca dengan 
Barcode Scanner. 

Pada produksi kayu HTI, kayu ditumpuk di TPK Hutan 
dan diukur panjang lebar dan tinggi tumpukkan untuk 
dikonversi ke dalam M3 dari ukuran Stapple Meter. 

Ukuran tumpukan diamasukkan dalam buku ukur dan 
LHP untuk diupload ke dalam sistem SIPUHH Online 

3.1.3.b. Identitas kayu 
diterapkan secara 
konsisten oleh 
pemegang izin 

M Penandaan kayu dan penatausahaan kayu 
menggunakan sistem SIPUHH Online memungkinkan 
kayu dapat dilacak penelusurannya sampai ke Petak 
Tebangan dan dari hasil uji petik lacak balak pada 
dokumen kayu SKSHHK dapat diketahui bahwa kayu 
dapat dilacak sampai ke Petak Tebangan. 

Hasil uji petik lacak balak kayu dapat ditelusuri sampai 
dengan petak tebangan sbb. 

a. SKSHHK Industri No KB.B.1871298, berasal dari 
SKSHHK ke TPK Antara No KB.B.1168972; 
1245148; 1245016 yang di antaranya berasal dari 
LHP No 23/LHP-KB-BR/11-2016; 28/LHP-KB-BR/12-
2016; 29/LHP-KB-BR/12-2016 dan di dalamnya 
terdapat kayu dengan barcode No. 
1904A27TJRH00….026954 dari Petak 339; dan 
barcode nomor 1904A27TJRH00….033012 dari 
Petak 364; serta barcode nomor  
1904A27TJRH00…032572 dari Petak 359 

b. SKSHHK Industri No KB.B.1809277, berasal dari 
SKSHHK ke TPK Antara No KB.B.1420002; 
1606481; 1605287 yang di antaranya berasal dari 
LHP No 2/LHP-KB-BR/1-2017; 10/LHP-KB-BR/3-
2017; dan di dalamnya terdapat kayu dengan 
barcode No. 1904A27TJRH00….041794 dari Petak 
169; dan barcode nomor 
1904A27TJRH00….051430 dari Petak 168; serta 
barcode nomor  1904A27TJRH00….051222 dari 
Petak 167 
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7. Indikator 3.1.4. :  Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan 
kayu ke luar TPK. 

Nomor & Judul Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi 

3.1.4. Arsip SKSKB  
dan dilampiri Daftar 
Hasil Hutan (DHH) 
untuk hutan alam, dan 
arsip FAKB dan 
lampirannya untuk 
hutan tanaman 

M Terdapat dokumen angkutan SKSHHK dari TPK Hutan 
ke TPK Antara untuk periode penilikan ke-3 sebanyak 
9.613 Set dokumen dengan volume 396.416.52 M3 

Dokumen SKSHHK telah dimatikan oleh P3KB PT TRH 
atas nama Suheriyanto Reg No 00881-13/PK –
R/XX/2012 dan Metusalah Reg. Nomor 00187-13/PKB-
R/XX/2011 

8. Indikator 3.2.1. :  Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi 
(DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). 

Nomor & Judul Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi 

3.2.1.a. Dokumen SPP 
(Surat Perintah 
Pembayaran) DR 
dan/atau PSDH telah 
diterbitkan 

M Terdapat dokumen SI PNBP SIMPONI PT. TRH selama 
periode penilikan sesuai dengan volume, dan jenis 
yang terdapat pada LHP yang diterbitkan dan tariff 
yang berlaku seperti berikut : 

a. PSDH dari pemanfaatan hutan alam bekas 
tebangan sebesar Rp 9.236.237.396,80 dan dari 
harvesting hutan tanaman sebesar Rp 
1.373.102.205,00 

b. DR dari pemanfaatan hutan alam bekas tebangan 
sebesar US $ 2.091.564,02  

3.2.1.b. Bukti Setor DR 
dan/atau PSDH. 

M Terdapat dokumen SI PNBP SIMPONI PT. TRH selama 
periode penilikan sesuai dengan volume, dan jenis 
yang terdapat pada LHP yang diterbitkan dan tariff 
yang berlaku dan bukti setor pembayaran SI PNBP 
dari Bank Mandiri dan Bank BNI dengan jumlah yang 
sesuai dengan SPP yaitu : 

a. Bukti Setor PSDH dari pemanfaatan hutan alam 
bekas tebangan sebesar Rp 9.236.237.396,80 dan 
dari harvesting hutan tanaman sebesar Rp 
1.373.102.205,00 

b. Bukti Setor DR dari pemanfaatan hutan alam bekas 
tebangan sebesar US $ 2.091.564,02  

3.2.1.c. Kesesuaian 
tarif DR dan PSDH atas 
kayu hutan alam 
(termasuk hasil 
kegiatan penyiapan 
lahan untuk 
pembangunan hutan 
tanaman) dan 

M Penerapan SI PNBP melalui Online sesuai dengan 
volume, jenis dan tariff untuk wilayah Kalimantan 
mengacu kepada : 

1. PP Nomor 12 tahun 2014. 

2. Permenhut Nomor P.68/Menhut-II/2014  
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Nomor & Judul Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi 

kesesuaian tarif PSDH 
untuk kayu hutan 
tanaman. 

 

9. Indikator 3.3.1. :  Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki 
pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar 
(PKAPT). 

Nomor & Judul Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi 

3.3.1. Dokumen PKAPT M PT. TRH memiliki dokumen PKAPT Nomor 
09.05.1.01485 yang diterbitkan oleh Kementerian 
Perdagangan Republik Indonesia, ditandatangani oleh 
Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan 
Perdagangan, Junaedi serta distempel. Dokumen 
PKAPT PTTRH berlaku sampai dengan tanggal 2 Juli 
2018 

 

 

10. Indikator 3.3.2. :  Pengangkutan kayu bulat  yang menggunakan kapal harus kapal 
yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah. 

Nomor & Judul Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi 

3.3.2. Dokumen yang 
menunjukkan identitas 
kapal. 

M Kapal yang digunakan untuk mengangkut kayu oleh 
PT. TRH seluruhnya berbendera Indonesia.  Selama 
periode penilikan ke-3 sebanyak 141 kapal sesuai 
dengan dokumen SKSHHK Industri dengan tujuan 
Industri kayu di Kalimantan dan di luar pulau 
Kalimantan. Dari 141 kapal tersebut diverifikasi 
seluruh/ setiap  kapal yang digunakan untuk 
mengangkut kayu berbendera Indonesia. 

 

11. Indikator 3.4.1. :  Implementasi Tanda V-Legal. 

Nomor & Judul Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi 

3.4.1. Tanda V-Legal 
yang dibubuhkan 
sesuai ketentuan. 

M Terdapat sertifikat PHPL dengan predikat “BAIK” dari 
LPPHPL PT Trustindo Prima Karya dan Surat Perjanjian 
Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal. 

Di Lapangan dijumpai pembubuhan Tanda V Legal 
pada barcode di log kayu dan pada dokumen 
SKSHHK yang diterbitkan terdapat Tanda V-Legal 
sesuai dengan ketentuan. 

D. PRINSIP 4 
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12. Indikator 4.1.1. :  Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah 
disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal 
kerjanya. 

Nomor & Judul Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi 

4.1.1. Dokumen 
AMDAL/DPPL/UKLUPL/ 
RKL-RPL. 

M PT. TRH telah memiliki dokumen AMDAL lengkap 
dengan lampirannya RKL dan RPL yang telah disetujui 
oleh Komisi  Amdal Terpadu Bapedal Menteri negala 
Lingkungan Hidup Nomor Kep-05/MENLH/2/96 tanggal 
02 Februari 1996 

 

13. Indikator 4.1.2. :  Pemegang izin memiliki  laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang 
menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak 
lingkungan dan menyediakan manfaat sosial. 

Nomor & Judul Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi 

4.1.2.a. Dokumen RKL 
dan RPL. 

M PT. TRH telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang 
telah disetujui oleh Komisi  Amdal Terpadu Bapedal 
Menteri negala Lingkungan Hidup Nomor Kep-
05/MENLH/2/96 tanggal 02 Februari 1996 

4.1.2.b. Bukti 
pelaksanaan 
pengelolaan dan 
pemantauan dampak 
penting aspek 
fisikkimia, biologi dan 
sosial. 

M PT. TRH telah memiliki dokumen laporan pelaksanaan 
RKL dan RPL selama periode audit yang disusun 
berdasarkan periode triwulan sesuai dengan dampak 
penting yang terdapat pada dokumen RKL dan RPL. 

Hasil Observasi di lapangan diketahui bahwa terdapat 
pengelolaan lingkungan berupa pengelolaan kawasan 
lindung, Pengukuran Erosi, dan pengelolaan 
lingkungan lainnya berkaitan dengan kegiatan HTI 
pada pemanenan, penanaman, pembuatan bibit, 
pemeliharaan tanaman dll.  

 

E. PRINSIP 5 

14. Indikator 5.1.1. :  Prosedur dan Implementasi K3. 

Nomor & Judul Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi 

5.1.1.a. Pedoman/ 
Prosedur K3. 

M PT. TRH telah memiliki Prosedur K3 dan 

diimplementasi di lapangan dalam kegiatan 

operasionalnya. 

Hasil Observasi di lapangan diketahui bahwa prosedur 

K3 telah diterapkan dengan membentuk kepengurusan 

P2K3 yang bertanggungjawab untuk terlaksananya K3 

di perusahaan. 
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Nomor & Judul Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi 

5.1.1.b. Ketersediaan 
peralatan K3. 

M Terdapat daftar peralatan K3 berupa APAR, Kotak P3K, 

APD dan rambu berlalulintas di lokasi areal PT TRH 

Hasil Observasi di lapangan terdapat peralatan K3 

berupa APAR, Kotak P3K, peralatan pelindung diri 

(APD) yang digunakan oleh pekerja dalam 

menjalankan tugasnya.  

Di samping itu terdapat daftar sarana dan prasarana 

pengendalian kebakaran hutan yang cukup lengkap 

baik peralatan individu, tim, manual dan mekanis. 

Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa 

peralatan tersebut masih berfungsi dengan baik. 

5.1.1.c. Catatan 
kecelakaan kerja 

M PT. TRH telah memiliki laporan catatan kecelakaan 

kerja yang disampaikan dalam bentuk laporan 

pelaksanaan P2K3. 

Dalam Laporan tersebut tercatat terdapat kecelakaan 

kerja berupa kejatuhan ranting pohon yang mati pada 

tanggal 02 November 2016 yang mengakibatkan 

pekerja atas nama M. Yamin sementara tidak bekerja 

dan telah ditangani dan dilaporkan. 

Terdapat upaya untuk menekan tingkat kecelakaan 

kerja berupa program K3 di antaranya adalah : 

1. Training Damkarhut 

2. Training MSDS 

3. Training Safety Riding 

4. Penyuluhan K3 kepada karyawan 

5. Safety Inspection dan House Keeping 

6. Safety meeting 
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15. Indikator 5.2.1. :  Kebebasan berserikat bagi pekerja. 

Nomor & Judul Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi 

5.2.1. Serikat pekerja 
atau kebijakan 
perusahaan (auditee) 
yang membolehkan 
untuk membentuk atau 
terlibat dalam kegiatan 
serikat pekerja. 

M Karyawan dan Pekerja PT. Tanjung Redeb Hutani telah 
membentuk Serikat Pekerja Perkayuan dan 
Perhutanan Indonesia sesuai dengan SK DPC F SP 
KAHUT – KSPSI Kabupaten Berau Nomor : SK-
001/ORG/DPC-SP.KAHUT/II/2015 dengan Ketua Edi 
Adriannur 

 

16. Indikator 5.2.2. :  Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan 
Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. 

Nomor & Judul Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi 

5.2.2. Ketersediaan 
Dokumen KKB atau PP. 

M PT. Tanjung Redeb Hutani telah memiliki  dokumen 
KKB atau PKB yang merupakan kesepakatan antara 
Pekerja dan Perusahaan dan telah disahkan oleh Dinas 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau 
berlaku sampai dengan 21 Februari 2018 

 

17. Indikator 5.2.3. :  Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan). 

Nomor & Judul Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi 

5.2.3. Pekerja yang 
masih di bawah umur. 

M PT TRH tidak mempekerjakan pekerja/karyawan di 
bawah umur.  

Untuk pekerja termuda atas nama Samsul Alam 
sebagai tenaga harian penanaman lahir pada tanggal 
24 September 1998. 
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F. Nll-Al PENIUI(AN KE-3 PHPL PADA IUPHHK-HT PT TAI.IJUNG REDEB HUTANI

i------^'- ---- -----T-- -----

i rpupl--ta i Rev. L Tanggal 1 April 2017
il

$ $rarinoa , 12 Juni 2017

\-SPHPL PT Trustindo Prima Karyay*%=
,/,x*n*

. Direktur

No. lndikator Nilai Kinerja lndikator Nilai Kematangan /
Bobot'lndikator

NilaiKinerja :

Maksimal lndikator

1. 1.1 72,22 o/o SEDANG 2 3

2, 1.2 83,33 o/o BAIK 3 3

3. 1.3 9g,gg olo BAK s g

4. 1.4 88,89 o/o BAIK 3 3

5. 1.5 88,89 Oh BAIK 3 3

6. 2.1 86,67 o/o BAIK 3 3

7. 22 91,67 o/, BAIK 3 3

8. 2.8 80,95 o/o BAIK 3 3

9. 2.4 100,00 0a BAIK e 3

10. 2.5 90,48 o/o BAIK 3 3

11. 2.6 61,90 o/o SEDANG 2 3

12. 3.1 100,00 o/o BAIK 3 3

13. 3.2 75,00 o/o SEDANG 2 3

14. 3.3 77,78 o/o SEDANG 2 3

15. 3.4 66,67 o/o SEDANG 2 3

16. 3.5 66Oz ffi" SEUANG z s
17. 3.6 66,67 % SEDANG 2 3

18. 4.1 80,00 o/o SEDANG 2 3

19. 4.2 100,00 o/o BAIK 3 3

24. 4.3 80,00 o/, SEDANG 2 3

21. 4.4 91,67 o/o BAIK 3 3

22. 4.5 91,67 0A BAIK .J 3

Jumlah 57 66

Nilai Alfi ir Kinerja PHPL l 86,3695 (BA|K)

Halaman 42darl42


